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PALU-Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD)
Kota Palu tahun anggaran
2010 mendapat opini wajar
dengan pengecualian (WDP).
Status LKPD itu berdasarkan
hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)
Rl Perwakilan Provinsi
Sulteng.

Opini WDP tersebut, untuk’

pertama kalinya diperoleh oleh
Kota Palu, setelah LKPD
. tahun 2009 yang disampaikan
pada tahun 2010, hanya
dengan opini tanpa
memberikan’ pendapat (TMP)
atau disclaimer opinion. Itu
berarti Kota Palu naik satu
tingkat dalam pengelolaan
keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi Sulteng,
Dadang Gunawan saat
penyerahan hasil pemeriksaan
atas LKPD Kota Palu di
Kantor BPK RI Perwakilan
Provinsi Sulteng, Jumat
kemarin (27/5) mengatakan,
tren opini atas LKPD Kota
Palu adalah meningkat.

“Walaupun selama tahun
2009 LKPD Kota Palu
memperoleh opini- TMP,
namun tahun 2010 Pemda
Kota Palu telah melakukan
upaya perbaikan yakni
menggunakan metode ekuitas
untuk penyertaan modal dan
telah  terdapat  bukti
kepemilikan berupa sertifikat
saham serta mengintensifkan
penatausahaan keuangan dan
barang, sehingga per-
masalahan  administrasi
keuangan dan barang telah
berhasil diminimalkan dari
tahun 2009,” katanya.

Dadang memaparkan
cakupan pemeriksaan atas
LKPD Kota Palu tahun 2010
senilai Rp1,39 triliun meliputi
neraca sebesar Rp305,07
miliar yang terdiri atas aset
senilai Rp283,22 miliar dan
kewajiban senilai Rp21,85
miliar dan LRA sebesar
Rp1,09 triliun yang terdiri atas
pendapatan senilai Rp629,35
miliar dan belanja senilai
Rp464,31 miliar

“Jumlah temuan senilai

Rp18,34 miliar atau 1,31
persen  dari  cakupan
pemeriksaan,” jelas Dadang.

Kata Dadang, selain
pemberian  opini  atas
kewajaran penyajian laporan
keuangan, hasil pemeriksaan
BPK juga memuat temuan atas
kelemahan sistem pengendalian
intern (SPI) yaitu sebanyak
sembilan  temuan
ketidakpatuhan  terhadap
peraturan perundang-undangan
sebanyak enam temuan.

Pada kesempatan itu,
Dadang juga mengatakan,
hasil pemantauan atas
tindaklanjut hasil pemeriksaan
BPK sejak tahun 2005 sampai
semester 1 tahun 2011,
menunjukan jumlah temuan
sebanyak 158 kasus dengan
390 rekomendasi. Telah
ditindaklanjuti sesuai
rekomendasi sebanyak 103
rekomendasi atau 26,41
persen. Namun sebanyak 287
rekomendasi atau 73,59 persen
belum sepenuhnya
ditindaklanjuti.

Untuk pemantauan terhadap

dan -

penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan
ganti rugi  (TP-TGR)

menunjukan bahwa jumlah
kasus kerugian keuangan
daerah sejak tahun 2003
sampai semester [ tahun 2011,
sebanyak 127 kasus sebesar
Rp7,32 miliar, yang telah
diselesaikan sebanyak 8 kasus
sebesar Rpl1,32 miliar,
sedangkan yang belum
dilunasi sebanyak 119 kasus
sebesar Rp5,44 miliar.
“Penyelesaian kerugian daerah
tersebut tidak dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh,
terbukti bahwa kasus tersebut
sudah berusia lebih dari 8
tahun,” tandasnya.

Sementara Ketua DPRD
Kota Palu HM Sidik Ponunele
mengatakan, pihaknya akan
menindaklanjuti semua
temuan BPK tersebut,
tentunya dengan mengikuti
aturan dan mekanisme yang
ada. Sidik berharap agar
kedepan kinerja pemda Kota
Palu lebih ditingkatkan
lagi.(fer)










